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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya dari proses perencanaan pembangunan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menetapkan tujuan guna meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang). Mekanisme dan tata cara pelaksanaan musrenbang partisipatif Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: (1). Musyawarah Partisipatif tingkat Kelurahan, (2). Musyawarah Pertisipatif tingkat Kecamatan, (3). Musyawarah Partisipatif tingkat Kota
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menentukan situasi sekarang dalam meningkatkan perencanaan pembangunan Kota Cimahi. Salah satu cara yang dilakukan Bappeda untuk mengatahui bentuk dari informasi yang ada saat ini adalah dengan mengetahui beberapa hal permasalahan yang ada di Kota Cimahi. Bentuk permasalahan yang ada dapat dilihat dari Isu Strategis dan permasalahan kota yang menadi sebuah hambatan bagi kelangsungan suatu proses perencanaan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menentukan bantuan dan mengantisipasi rintangan guna meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi. Dalam hal ini Bappeda selaku Badan Perencana Pembangunan harus mengidentifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan. Dengan menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal organisasi dapat diketahui faktor-faktor yang membantu pencapaian tujuan dan yang menimbulkan masalah. Pengetahuan tentang faktor-faktor ini membantu Bappeda selaku perncana dalam meramal situasi masa mendatang. Terdapat dua analisis yang harus di tinjau berupa analisis internal adalah unsur kekuatan dan kelemahan, sedangkan dalam analisis eksternal bentuk unsurnya berupa peluang dan ancaman
4. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) mengembangkan seperangkat tindakan dalam meningkatkan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi artinya dalam lngkah ini melibatkan berbagai alternatif-alternatif, arah tindakan untuk mencapai sasaran, mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih di antara alternatif tersebut guna mendapatkan hal yang di inginkan bersama sesuai dengan fungsi Bappeda.
5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hendaknya:
1. Dalam menetapkan tujuan melihat kebutuhan organisasi atau sub unit sehingga sumberdaya Manusia dalam sebuah organisasi tidak terpencar dan dapat menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif sehingga dalam menentukan keputusan akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya suatu rencana yang telah dirumuskan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
2. BAPPEDA dalam menentukan situasi sekarang maksudnya haruslah mengetahui dulu apa yang menjadi isu strategis dan bentuk permasalahan lain yang menjadi sebuah permasalahan kota. Dalam langkah ini Bappeda harus memaksimalkan sumber daya manusia yang ada agar semua bentuk isu yang ada dapat terlaksana dengan baik. Secara otomatis bentuk perencanaan yang sudah dirumuskan akan terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.
3. Dalam menentukan bantuan dan mengantisipasi rintangan hendaknya Bappeda harus menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu tujuan, karena dalam menganalisis faktor tersebut Bappeda akan terbantu dalam meramalkan situasi yang akan datang. Dalam penerapan ini sangat diperlukan kepedulian serta kesolidan dalam bekerja para Sumber Daya Manusia yang ada guna  lebih meningkatkan perencanaan upaya meningkatkan pelayanan publik.
4. BAPPEDA dalam mengembangkan seperangkat tindakan dalam hal demikian salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaran pemerintah baik di tingkat pusat mupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan raison de’etre pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan serta mengevaluasi hasil kerja yang telah dilaksanakan.
